ABSTRACT
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This study aims to determine: (1) How Capital Expenditure, Balancing
Funds, E-Government Implementation, and Regional Financial Independence in
Bali Regency/City in 2019-2023. (2) How do Capital Expenditure, Balancing
Funds, and E-Government Implementation affect Regional Financial Independence
in Bali Regency/City in 2019-2023 simultaneously. (3) How do Capital
Expenditure, Balancing Funds, and E-Government Implementation affect Regional
Financial Independence in Bali Regency/City in 2019-2023 partially. The research
method used in this study is a quantitative method using secondary data obtained
from the Budget Realization Report and the APBD and TKDD Posture of the
Directorate General of Fiscal Balance, as well as the SPBE Evaluation Results
Report published by KEMENPANRB, and the LHP on the Regional Government
LKPD published by the BPK Representative Olffice of Bali Province. The data
analysis technique used in this study is panel data and hypothesis testing using
event 12. The results of this study indicate that (1) Capital Expenditure, Balancing
Funds, E-Government Implementation, and Regional Financial Independence in
Bali Regency/City in 2019-2023 fluctuate every year. (2) Capital Expenditure,
Balancing Funds, and E-Government Implementation simultaneously have a
significant effect on Regional Financial Independence. (3) Capital Expenditure
partially has a positive and significant effect on Regional Financial Independence,
while Balancing Funds and E-Government Implementation do not have a
significant effect on Regional Financial Independence.
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ABSTRAK

PENGARUH BELANJA MODAL, DANA PERIMBANGAN,
DAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT TERHADAP KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2019-2023)
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Penelitian ini bertujuan untuk mnegetahui: (1) Bagaimana Belanja Modal,
Dana Perimbangan, Implementasi E-Government, dan Kemandirian Keuangan
Daerah di Kabupaten/Kota Bali tahun 2019-2023. (2) Bagaimana pengaruh Belanja
Modal, Dana Perimbangan, dan Implementasi E-Govermemnt terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Bali Tahun 2019-2023 secara
simultan. (3) Bagaimana pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan
Implementasi E-Govermemnt terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di
Kabupaten/Kota Bali Tahun 2019-2023 secara parsial. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan
data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran serta Postur APBD
dan TKDD Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, serta Laporan Hasil
Evaluasi SPBE yang dipublikasikan oleh KEMENPANRB, dan LHP atas LKPD
Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali. Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dan uji hipotesis
menggunakan eveiws [2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Belanja
Modal, Dana Perimbangan, Implementasi E-Government, dan Kemandirian
Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Bali tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi
setiap tahunnya. (2) Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Implementasi E-
Govermemnt secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian
Keuangan Daerah. (3) Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Perimbangan
dan Implementasi E-Government tidak berpengaruh signifikan terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah.

Kata Kunci : Belanja Modal, Dana Perimbangan, Implementasi E-Government,
dan Kemandirian Keuangan Daerah.



